
 
 

 
 

BUPATI SLEMAN 
 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 
 

NOMOR  29  TAHUN 2020 
 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR  8.2  TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI SLEMAN, 

 

Menimbang :  bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan 

pemberian dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Sleman Nomor  8.2  Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial; 

 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 
 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang                      

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679) 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang               

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950                 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat, dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 15;     
 



10. Peraturan Bupati Sleman Nomor  8.2  Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan 

Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019                 

Nomor 8.2); 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR  8.2  TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH 

DAN BANTUAN SOSIAL 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor  8.2  Tahun 2019 

tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita 

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019  Nomor 8.2) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 36 

 

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, terdiri atas bantuan 

sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang 

tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, 

alamat penerima, dan besarannya pada saat penyusunan APBD. 

(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala 

SKPD. 

(4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang 

berdasarkan usulan dari calon penerima. 

(5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko 

sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang 



apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang 

lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi 

anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: 

a. individu terlantar; 

b. individu dan/atau keluarga miskin dan keluarga rentan miskin 

berdasarkan keputusan Bupati tentang keluarga miskin dan rentan 

miskin dalam pemenuhan kebutuhan di luar paket jaminan 

kesehatan; 

c. individu dan/atau keluarga yang tidak termasuk dalam keputusan 

Bupati tentang keluarga miskin dan rentan miskin dan memenuhi 

kriteria keluarga miskin dan rentan miskin yang mengalami kesulitan 

dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan sosial; dan 

d. individu dan/atau keluarga korban bencana. 

 

2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 39 

 

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung 

oleh penerima bantuan sosial. 

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti 

beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat 

lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri 

pahlawan yang tidak mampu. 

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti 

bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan 

masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim 

piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. 



3. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 61 

(1) Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan dalam bentuk uang 

dilakukan dengan mekanisme transfer dari rekening Kas Daerah ke 

rekening bank milik penerima bantuan sosial. 

(2) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta selaku penyimpan Kas Daerah.  

(3) Dalam hal rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud 

ayat (1) bukan merupakan bank umum penyaluran dilakukan  melalui 

rekening penerima bantuan sosial.  

(4) Bank sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan 

Bupati. 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

 

Ditetapkan di Sleman 
 

pada tanggal 2 Juli 2020 

 

BUPATI SLEMAN, 
 

 
        ttd/cap 
 

SRI PURNOMO 

 

Diundangkan di Sleman 
 

pada tanggal 2 Juli 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 
 

KABUPATEN SLEMAN, 
 
 

ttd/cap 

 

HARDA KISWAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 29


